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Kasanah, Eko Pitri Nur. Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Pada 
Perjanjian Jual Beli Atas Tanah Dengan Sertipikat Hak Milik Pada Putusan No. 
10/Pdt.G/2020/Pn.Tgl. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2020. 
Bukti bahwa telah terjadi jual beli hak atas tanah, maka sudah seharusnya 
jadi jual beli hak atas tanah yang benar harus dilakukan di hadapan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat 
masih banyak jual beli tanah yang dilakukan tanpa campur tangan PPAT yaitu 
jual beli dengan perjanjian di bawah tangan yang terkadang hanya dibuktikan 
dengan selembar kuitansi dan hanya memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang 
masih atas nama pemilik yang lama (penjual). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum akta dibawah 
tangan pada perjanjian jual beli atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik dan 
penyelesaian peralihan hak atas tanah pada Putusan No. 10/Pdt.G/2020/ PN.Tgl. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah library research dengan pendekatan 
penelitian hukum normatif. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan 
dokumen. Metode analisis data dilakukan dengan metode normatif kualitatif 
dengan analisis deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kekuatan hukum akta dibawah 
tangan pada perjanjian jual beli atas tanah dengan sertipikat hak milik pada 
putusan No. 10/Pdt.G/2020/PN.Tgl adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. 
Hal ini dibuktikan dari dalil posita gugatan dihubungkan dengan jawaban 
Tergugat II, dan alat bukti tertulis yang dimajukan oleh para pihak berperkara, 
keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat maka dapat diperoleh 
fakta-fakta yang saling dibenarkan oleh para pihak. Kekuatan hukum akta di 
bawah tangan pada perjanjian jual beli atas tanah dengan sertipikat hak milik pada 
putusan No. 10/Pdt.G/2020/PN.Tgl adalah peralihan hak atas tanahnya tidak 
terjadi, sementara perjanjiannya tetap sah mempunyai kekuatan hukum yang 
mengikat sama dengan akta otentik. 2) Penyelesaian peralihan hak atas tanah 
dengan sertipikat hak milik pada Putusan No. 10/Pdt.G/2020/ PN.Tgl, yaitu 
majelis hakim memberi ijin/kuasa kepada Penggugat untuk dan atas nama 
Tergugat I menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang 
guna menandatangani Akta Jual Beli/Peralihan hak atas tanah dengan sertipikat 
hak milik tersebut. Hal ini didasarkan Penggugat telah dapat dikategorikan 
sebagai pembeli yang beritikad baik. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 




Kasanah, Eko Pitri Nur. Legal Power of Underhanded Deeds in the Sale and 
Purchase Agreement of Land with Ownership Certificate in Decision No. 
10/Pdt.G/2020/PN.Tgl. Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study 
Program, Tegal Pancasakti University. 2020. 
Evidence that there has been a sale and purchase of land rights, then the 
correct sale and purchase of land rights must be carried out before the Official for 
Making Land Deeds (PPAT). In fact, in people's lives there are still many land 
sales and purchases that are carried out without the interference of PPAT, namely 
selling and buying with an underhanded agreement which is sometimes only 
proven by a receipt and only has proof of ownership of the land which is still in 
the name of the old owner (seller). 
This study aims to determine the legal power of the deed under the hands 
of the sale and purchase agreement on land with the Certificate of Ownership and 
the settlement of the transfer of land rights in the Decision No. 
10/Pdt.G/2020/PN.Tgl. The type of research used is library research with a 
normative legal research approach. The main data source used in this research is 
secondary data with the method of collecting literature study data and documents. 
The data analysis method was carried out by qualitative normative method with 
descriptive analysis. 
The results of this study indicate that 1) The legal power of the deed under 
the hands of the sale and purchase agreement on land with a certificate of 
ownership rights in decision No. 10/Pdt.G/2020/PN.Tgl. is legal and has legal 
force. This is evidenced by the posita argument of the lawsuit linked to Defendant 
II's answer, and written evidence submitted by the parties in the case, the 
testimony of witnesses and the results of local examinations so that the facts can 
be mutually confirmed by the parties. The legal force of the deed under the hands 
of the sale and purchase agreement on land with a certificate of ownership rights 
in decision No. 10/Pdt.G/2020/PN.Tgl. is the transfer of land rights does not 
occur, while the agreement remains valid and has the same binding legal force as 
an authentic deed. 2) Settlement of the transfer of land rights with a certificate of 
ownership rights in Decision No. 10/Pdt.G/2020/PN.Tgl., namely the panel of 
judges gave permission / power to the Plaintiff for and on behalf of Defendant I 
before the Authorized Land Deed Making Official (PPAT) to sign the Deed of 
Sale and Purchase / Transfer of land rights with title certificates belong to it. This 
is based on the fact that the Plaintiff can be categorized as a buyer in good faith. 
Based on the results of this study, it is hoped that it will become material 
for information and input for students, academics, practitioners, and all those in 
need in the Faculty of Law, Pancasakti University of Tegal. 
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 Jangan pernah berjanji jika memang sulit untuk menepati. Karena sekecil 
apapun janji, tetaplah janji yang harus ditepati tanpa terkecuali. Janji adalah 
hutang. Hutang harus dibayar. Penuhi janjimu sebelum ditagih Yang Maha 
Kuasa. (Penulis) 
 Dalam banyak hal, bisnis properti seperti pernikahan. Perjanjiannya menjadi 
kontrak yang sah secara hukum dan kesuksesan jangka panjang membutuhkan 
perhatian yang berkesinambungan. (David Brause) 
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A. Latar Belakang Masalah 
Kehidupan manusia tidak lepas hubungannya dengan tanah, karena 
setiap manusia tentu memerlukan tanah, bukan hanya dalam kehidupanya 
untuk tempat tinggal, meninggalpun manusia masih memerlukan sebidang 
tanah. Semakin bertambahnya jumlah manusia, semakin banyak pula tanah 
yang diperlukan untuk tempat tinggal, kemajuan dan perkembangan ekonomi, 
sosial, budaya dan teknologi juga banyak menghendaki tersedianya tanah. 
Tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. 
Tanah yang dimaksudkan di sini bukan mengatur tanah dalam segala 
aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam 
pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi 
disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yaitu atas dasar hak 
menguasai dari Negara sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ditentukan 
adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang 
dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.1 
Perolehan hak atas tanah dalam masyarakat lebih sering dilakukan 
dengan pemindahan hak, yaitu dengan melalui jual beli. Peralihan hak atas 
tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, 
                                                 




hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak 
karena lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat 
oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.2 
Menurut Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa PPAT 
bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan 
membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu 
mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan 
dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang 
diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 
Bukti bahwa telah terjadi jual beli hak atas tanah, maka sudah 
seharusnya jadi jual beli hak atas tanah yang benar harus dilakukan di hadapan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT kemudian membuat akta jual 
belinya yang kemudian diikuti dengan pendaftarannya pada Kantor 
Pertanahan setempat sesuai dengan lokasi tanah. Namun pada kenyataannya 
tidak dapat dipungkiri, dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih banyak 
jual beli tanah yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa campur 
tangan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pada umumnya perbuatan jual beli di 
bawah tangan yang terkadang hanya dibuktikan dengan selembar kuitansi 
sebagai bukti telah terjadi jual beli. Tidak sedikit pula masyarakat yang hanya 
                                                 
2 Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum 




memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang masih atas nama pemilik yang 
lama (penjual). 
Adanya proses jual beli di bawah tangan tersebut, tidak sedikit dalam 
kehidupan sehari-hari ditemui masalah yang timbul dalam jual beli hak atas 
tanah yang dilakukan di bawah tangan, dengan dasar kepercayaan pada saat 
hendak dilakukan balik nama. Perkara No. 10/Pdt.G/2020/PN.Tgl merupakan 
salah satu contoh kasus dimana jual beli sebidang tanah berikut bangunan 
rumah yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) dilakukan 
di bawah tangan karena saling percaya. Dalam kasus tersebut, setelah 
Penggugat membeli tanah dan bangunan rumah, maka buku asli sertifikat 
tanah dan rumah tersebut secara fisik telah dikuasai dan di tempati oleh 
Penggugat, begitu pula dengan kewajiban atas tanah dan rumah tersebut telah 
menjadi tanggung jawab Penggugat seperti pembayaran listrik, Pajak Bumi 
Bangunan, dan iuran lainnya. Namun ketika Penggugat akan melaksanakan 
peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut di hadapan PPAT (Pejabat 
Pembuat Akta Tanah) di Kota Tegal, berdasarkan keterangan Tergugat II 
(Penjual) menjelaskan bahwa Tergugat I (Pemilik awal yang tercatat di 
sertipikat) telah tidak di ketahui keberadaannya. 
Perjanjian merupakan satu hal yang penting dalam hukum perdata, 
yang banyak mengatur peraturan hukum berdasar atas janji-janji seseorang 
kepada orang lain. Perjanjian adalah satu peristiwa ketika seorang berjanji 
kepada orang lain atau orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 




berhubungan dengan masalah perjanjian, yang dibuat oleh dua atau lebih 
orang. Hukum perjanjian tidak hanya mengatur mengenai keabsahan suatu 
perjanjian yang dibuat oleh para pihak, tetapi juga akibat dari perjanjian 
tersebut, penafsiran, dan pelaksanaan dari perjanjian yang dibuat tersebut.3 
Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat tidak di hadapan 
pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta di bawah tangan yang dibuat dan 
ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di 
bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui 
dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan 
tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan 
tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik. 
Perjanjian di bawah tangan terdiri dari Akta Waarmerken, adalah suatu 
akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk 
kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya didaftarkan, maka Notaris 
tidak bertanggung jawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak 
dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak dan Akta Legalisasi, adalah suatu 
akta di bawah tangan yang dibuat para pihak namum penandatanganannya 
disaksikan oleh atau di hadapan Notaris, namun Notaris tidak bertanggung 
jawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggung 
jawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal 
ditandatanganinya dokumen tersebut. 
                                                 
3 Widjaja, Gunawan, Seri Hukum Bisnis: Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend 




Sebagaimana telah kita ketahui bahwa UUPA merupakan perangkat 
hukum yang mengatur di bidang pertanahan dan menciptakan hukum tanah 
nasional yang tunggal yang didasarkan pada hukum adat sebagai hukum yang 
asli yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang 
modern. Pendaftaran tanah bagi pemilik tanah bertujuan untuk memperoleh 
sertipikat tanahnya dan memperoleh kepastian hukum yang kuat.  
Perkembangan perekonomian dewasa ini demikian pesat, dunia usaha 
begitu maju. Maka tidak dapat dipungkiri dengan majunya bidang-bidang 
usaha membutuhkan modal yang antara lain bisa dengan perantaraan 
pertanahan. Karena bidang pertanahan ikut berperan, untuk itu dibutuhkan 
status hukum, kepastian hukum dari tanah tersebut serta kepemilikan secara 
hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 UUPA ayat (1) bahwa untuk 
menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di 
seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
Disamping untuk kepastian hukum bagi status tanah tersebut, 
pendaftaran tanah juga untuk melindungi para pemegang tanah agar 
kepemilikan haknya tidak terganggu oleh pihak-pihak yang berkepentingan 
terhadap tanahnya. Untuk itu ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c) 
UUPA, bahwa pendaftaran tanah dalam Pasal ini meliputi: c) Pemberian surat-
surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 
Alat pembuktian diberikan berupa sertipikat sebagaimana disebutkan 




24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertipikat adalah surat tanda bukti 
hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c) UUPA untuk 
tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan 
hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang 
bersangkutan.  
Mengingat pentingnya kepastian hukum dalam setiap peralihan tanah 
sebagai akibat dari transaksi jual beli hak atas tanah maka oleh UUPA 
diwajibkan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak karena jual beli 
tersebut. Melihat kenyataan yang terjadi, penulis ingin meneliti penyelesaian 
hukum permasalahan jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan (tanpa 
akta Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang sejauh ini masih sering dilakukan 
oleh masyarakat dan juga upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk dapat 
memperoleh surat tanda bukti kepemilikan yang sah, apabila penjual sudah 
tidak diketahui lagi keberadaannya atau tempat tinggalnya. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik menyusun 
penelitian hukum dengan judul “Kekuatan Hukum Akta Dibawah Tangan 
pada Perjanjian Jual Beli Atas Tanah Dengan Sertipikat Hak Milik (Studi 
Putusan No. 10/Pdt.G/2020/PN.Tgl).” 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan atas uraian latar belakang masalah di atas, untuk 
memudahkan penulisan, terhadap permasalahan tersebut penulis merumuskan 




1. Bagaimana kekuatan hukum akta dibawah tangan pada perjanjian jual beli 
atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik pada Putusan No. 10/Pdt.G/2020/ 
PN.Tgl? 
2. Bagaimana penyelesaian peralihan hak atas tanah pada Putusan No. 
10/Pdt.G/2020/ PN.Tgl? 
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk menganalisis kekuatan hukum akta dibawah tangan pada perjanjian 
jual beli atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik pada Putusan No. 
10/Pdt.G/2020/ PN.Tgl. 
2. Untuk mengetahui penyelesaian peralihan hak atas tanah pada Putusan No. 
10/Pdt.G/2020/ PN.Tgl. 
 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dari secara teoritis 
maupun dari segi praktis.  
1. Secara teoritis, sebagai referensi dan informasi pengetahuan di fakultas 
hukum dan diharapkan sebagai sumbangan pemikiran yang positif serta 
memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait 
kekuatan hukum akta dibawah tangan pada perjanjian jual beli atas tanah 




2. Secara praktis, tulisan ini dapat memberikan pengetahuan kepada 
masyarakat terutama bagi pihak-pihak yang sedang bersengketa dalam jual 
beli di bawah tangan, juga untuk mengetahui prosedur-prosedur proses 
jual beli hak atas tanah yang sesuai dengan prosedur hukum. 
E. Tinjauan Pustaka  
Borahimah, Anwar (2013) “Kekuatan Hukum Akta Jual Beli yang 
Dibuat oleh Pejabat Pembuat Pembuat Akta Tanah Sementara.” Rechtldee 
Jurnal Hukum, Vol. 8. No. 1 (Juni 2013). Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui faktor yang menyebabkan Camat tidak memanggil para pihak 
menghadap sebelum akta jual beli ditan-datangani oleh Camat selaku Pejabat 
Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), dan tanggung jawab serta 
perlindungan hukum bagi pembeli hak atas tanah dengan bukti akta yang tidak 
dibuat oleh dan di hadapan Camat selaku PPATS. Pendekatan penelitian 
menggunakan pendekatan empirik dan normative. 
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pada umumnya peralihan hak 
atas tanah tidak pernah dilakukan di hadapan PPATS, karena akta itu hanya 
ditandatangani di hadapan Lurah/Aparat Lurah,walaupun aktanya sendiri 
ditandata- ngani oleh Camat/PPATS. Terungkap pula bahwa para pihak pun 
jarang sekali ada yang dipertemukan, walaupun mereka masing-masing 
membubuhkan tanda tangannya. Penandatanganan akta pun dilakukan 
sebelum akta diisi, sehingga isi akta belum pernah ada yang dibacakan. 
Dengan demikian akta yang dibuat selama ini termasuk akta yang tidak sah, 




Hastuti, Prancisca Romana Dwi (2015) melakukan penelitian dengan 
judul “Keabsahan Jual Beli Hak Atas Tanah Dibawah Tangan Di Desa Patihan 
Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen (Tinjauan Beberapa Kasus Terkait di 
Pengadilan Negeri di Surakarta)”. Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646, 
Volume II No. 2 (Juli-Desember 2015). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui keabsahan jual beli hak atas tanah yang baru sebatas dilakukan 
dibawah tangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris 
dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data 
primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan, selanjutnya data 
yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif 
dengan model interaktif.  
Hasil penelitian dan kajian Hastuti diketahui bahwa perjanjian jual beli 
hak atas tanah dibawah tangan sering dilakukan oleh masyarakat di desa 
patihan kecamatan sidoharjo kabupaten sragen dikarenakan biayanya tidak 
terlalu banyak dan prosesnya sangat mudah. Kemudian upaya yang dilakukan 
agar masyarakat di kelurahan patihan kecamatan sidoharjo kabupaten sragen 
memperoleh kekuatan hukum tetap dalam melakukan jual beli hak atas tanah, 
yaitu harus sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37. 
Untuk tanah yang belum bersertifikat harus sesuai dengan buku tanah yang 
ada di kantor pertanahan, dan harus ada kepastian bahwa penjual harus benar-




tangan yang belum atau tidak dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah tidak secara otomatis menjadi tidak sah menurut hukum. 
Muhammad Jeffry Maulidi, M. Arba, & Kaharuddin Kaharuddin 
(2017) “Analisis Hukum Tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dengan 
Bukti Akta Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pendaftaran Tanah Untuk 
Pertama Kali (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah)”. Jurnal IUS Kajian 
Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 3 (2017) E-ISSN: 2477-815X, P-ISSN: 
2303-3827. Tujuan Peneliti untuk mengetahui efektivitas dan kekuatan 
peralihan akta di bawah tangan sebagai dasar pendaftaran pertama kali dan 
kekuatan sertipikat atas dasar peralihan hak atas tanah yang dibuat 
berdasarkan akta di bawah tangan. Penelitian ini dilakukan secara empiris 
untuk menganalisis peralihan hak atas tanah yang belum bersertipikat.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa ketentuan lebih lanjut pendaftaran 
tanah menurut Pasal 19 Ayat (1) UUPA diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Kegiatan PRONA pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah 
pertama kali baik secara sistematis maupun sporadik. Pada proses Pendaftaran 
Tanah dikenal dengan Peralihan hak atas tanah yaitu berpindah hak kepada 
orang lain baik melalui suatu perbuatan hukum maupun peristiwa hukum. 
Peralihan hak atas tanah menurut yuridis dilakukan secara tertulis dengan akta 
yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan didaftarkan pada Kantor 
pertanahan Kabupaten/Kota. Hasil penelitian ini menunjukkan Kekuatan 
hukum peralihan hak atas tanah berdasarkan surat yang dibuat dibawah tangan 




meskipun surat di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum seperti 
halnya akta yang dibuat secara autentik. 
Ardika, Gede Tusan & Ramli (2019) “Kekutan Hukum Akta Perjanjian 
Pengikatan Jual Beli Tanah (Studi Di Desa Babakan Kecamatan Sandubaya 
Kota Mataram).” Jurnal Gara, Vol. 13, No. 1 (Maret 2019). E-ISSN 1978-
0125, P-ISSN 2615-8116. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk 
perlindungan hukum bagi para pihak akibat hukum dari pembatalan akta 
pengikatan jual-beli tanah dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya 
pembatalan akta pengikatan jual-beli tanah di Desa Babakan Kecamatan 
Sandubaya Kota Mataramt. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-
empiris, dengan metode pendekatan perundang-undangan (the statute 
approach), pendekatan konseptual, pendekatan analisis kasus (case approach) 
dan pendekatan fakta. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 
Pengumpulan data lapangan menggunakan teknik wawancara, kemudian 
dianalisis kualitatif. 
Hasil penelitian Ardika & Ramli (2019) disimpulkan bahwa 1) 
Kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang 
dibuat oleh Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Akta Jual-Belinya adalah 
sangat kuat karena merupakan akta notaril yang bersifat akta otentik, 2) 
Akibat-akibat hukum yang timbul dari pembatalan akta Pengikatan Jual Beli 
Tanah: (a) Para pihak dapat dikenakan denda yang besarnya telah disepakati 




tiap-tiap hari keterlambatan. Denda tersebut harus dibayar dengan seketika 
dan sekaligus, (b) Perjanjian berakhir dan sepanjang perlu kedua belah pihak 
melepaskan diri dari apa yang ditetapkan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, danPihak Penjual wajib untuk 
mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Pihak Pembeli setelah 
dipotong beberapa persen dari harga jual tanah dan bangunan tersebut sebagai 
pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Penjual ditambah denda 
yang harus dibayar oleh Pihak Pembeli kepada Pihak Penjual. Kata kunci: 
pengikatan akta, pembatalan dan akibat hukumnya. 
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Janis penelitian termasuk dalam penelitian kepustakaan (library 
research) yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder, yaitu penelitian 
yang menggunakan data sekunder. Penelitian merupakan penelitian 
kepustakaan karena sumber data utamanya berasal dari dokumen, seperti 
undang-undang, putusan pengadilan dan lainnya sesuai dengan permasalahan 
yang dibahas.  
Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk menjelaskan atau 
mendeskripsikan kekuatan hukum akta dibawah tangan pada perjanjian jual 
beli atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik dan penyelesaian peralihan hak 




2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 
normatif. Penelitian ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan 
berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum 
dan pendapat para sarjana. Penelitian normatif bermaksud menjelaskan data 
yang ada dengan kata-kata atau pernyataan. Penelitian hukum normatif 
mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap 
sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian 
sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.4 
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa 
terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap 
permasalahan. Bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan 
untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu 
peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam 
penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder 
untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian tehadap data primer di 
lapangan atau terhadap prakteknya.5  
3. Sumber Data 
Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang 
berisi segala peraturan yang mengatur tentang kekuatan hukum akta di bawah  
                                                 
4 Fajar ND, Mukti & Achmad, Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 
Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 153. 




tangan pada perjanjian jual beli hak atas tanah, dalam hal ini difokuskan pada 
peraturan perundang-undangan dan contoh putusan pengadilan. Data sekunder 
dalam penelitian ini terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan non hukum. Maka sumber dan jenis bahan penelitian yang 
digunakan dalam bahan penelitian ini, meliputi: 
a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 
artinya mempunyai otoritas.  
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi 
bahan hukum primer dan sifatnya tidak mengikat. Contohnya, hasil-hasil 
penelitian hukum, literature (buku-buku ilmiah) hukum resmi maupun 
tidak resmi diterbitkan, jurnal, media massa, dan makalah-makalah. 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi bahan 
hukum primer dan sekunder. Contohnya ialah ensiklopedia, kamus hukum. 
4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi 
kepustakaan dan studi dokumen. Studi Kepustakaan, diperoleh dari penelitian 
kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep atau teori-
teori dan informasi-informas serta pemikiran konseptual baik berupa peraturan 
perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.  
Teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research) atau 
studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data 
tertulis.6 Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan 
                                                 




pustaka dengan mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji dan 
mempelajari buku-uku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, 
jurnal penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan dan 
menunjang penelitian permasalahan penelitian. Data yang penulis cari yaitu 
materi hukum akta di bawah tangan pada perjanjian jual beli dan dokumen-
dokumen yang berkaitan. 
5. Metode Analisis Data  
Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis yang 
dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika 
artinya disajikan dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisis akan dipaparkan 
secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas 
mengenai kekuatan hukum akta di bawah tangan pada perjanjian jual beli atas 
tanah dengan sertipikat hak milik dan penyelesaian peralihan hak atas tanah 
pada Putusan No. 10/Pdt.G/2020/ PN.Tgl, sehingga diperoleh gambaran yang 
menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti. 
Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan dan dokumen 
merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu setelah 
data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis 
selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, 
kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif dari yang bersifat umum menuju 
ke hal yang bersifat khusus. Analisis data penelitian dalam penelitian ini 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan dengan 




menggambarkan fakta-fakta dan data-data yang didapat dari hasil penelitian. 
Kemudian ditindak lanjuti dengan menerangkan data-data dan fakta-fakta 
yang sudah digambarkan tersebut. 
G. Sistematika Penulisan  
Untuk memberikan gambaran tentang isi tesis ini, maka penulis 
menyusun sistematika penulisan tesis sebagai berikut: 
Bab I  Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Konseptual. Bab ini membahas kekuatan hukum akta di 
bawah tangan pada perjanjian jual beli atas tanah dengan sertipikat 
hak milik, meliputi tinjauan umum tentang akta di bawah tangan, 
tinjauan umum tentang perjanjian jual beli, tinjauan umum tentang 
jual beli tanah, dan penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. 
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan menguraikan hasil 
penelitian dan pembahasan mengenai kekuatan hukum akta dibawah 
tangan pada perjanjian jual beli atas tanah dengan sertipikat hak milik 
dan penyelesaian peralihan hak atas tanah dengan sertipikat hak milik 
pada putusan No. 10/Pdt.G/2020/ PN.Tgl 
Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan 
diuraikan simpulan dan saran-saran dari penulis yang bersifat 




KEKUATAN HUKUM AKTA DI BAWAH TANGAN PADA PERJANJIAN 
JUAL BELI ATAS TANAH DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK 
 
A. Tinjauan Umum tentang Akta Di Bawah Tangan  
1. Pengertian Akta  
Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau 
”akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed” yang berarti 
perbuatan. Menurut Black Law Dictionary, “Acte is an instrument; a proof in 
writing, such as a deed, bill of sale, or birth certificate.”7 Sedangkan menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta adalah surat tanda bukti berisi 
pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang 
peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan 
disahkan oleh pejabat resmi.8  
Selain pengertian akta sebagai surat memang sengaja diperbuat sebagai 
alat bukti, ada juga yang menyatakan bahwa perkataan akta yang dimaksud 
tersebut bukanlah “surat”, melainkan suatu perbuatan. Pasal 108 KUH Perdata 
menyebutkan bahwa “Seorang istri, biar ia kawin di luar persatuan harta 
kekayaan atau telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah ia 
menghibahkan barang sesuatu atau memindahtangankannya, atau 
memperolehnya baik dengan cuma-cuma maupun atas beban, melainkan 
dengan bantuan dalam akta, atau dengan ijin tertulis dari suaminya.” 
                                                 
7 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, ninth edition, St. Paul: WesT, 2009, hlm. 28. 
8 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi 




Kata “akta” pada Pasal 108 KUH Perdata tersebut bukanlah berarti 
surat atau tulisan melainkan “perbuatan hukum” yang berasal dari bahasa 
Belanda yaitu “acte” yang artinya adalah perbuatan. Sehubungan dengan 
adanya dualisme pengertian mengenai akta, maka yang dimaksud disini 
sebagai akta adalah surat yang memang sengaja dibuat dan diperuntukkan 
sebagai alat bukti. Tulisan-tulisan dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan; yaitu 
akta dan tulisan-tulisan lainnya. Bagian penting dari suatu akta adalah 
penandatangannya, karena dengan menandatangani suatu akta seseorang 
dianggap menanggung terhadap kebenaran apa-apa yang ditulis dalam akta.  
Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi 
tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak 
atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.9 
Menurut subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang 
dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan 
ditandatangani.10 Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa yang dimaksud akta, adalah: 
a. Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling). 
b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti 
perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada 
pembuktian sesuatu. 
 
                                                 
9 Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2006, 
hlm.149. 




Jadi akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi 
formal yang mempunyai arti bahwa suatau perbuatan hukum akan menjadi 
lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai 
alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat 
dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari. 
2. Jenis-Jenis Akta Menurut KUH Perdata  
Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 KUH Perdata, 
jenis-jenis akta dapat digolongkan menjadi dua jenis,11 yaitu: 
a. Akta Otentik 
Pengertian Akta otentik diartikan sebagai akta yang dibuat 
dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau 
di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta 
dibuatnya. Wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat 
suatu akta otentik sehingga keotentikannya suatu akta notaris bersumber 
dari Pasal 15 UndangUndang Jabatan Notaris jo Pasal 1868 KUH Perdata. 
Akta otentik telah memenuhi otentisitas suatu akta, ketika telah memenuhi 
unsur-unsur, yaitu: 
1) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-
Undang; 
2) Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum; 
3) Pejabat Umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta. 
                                                 
11 Soerojo, Herlien, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Surabaya: Arkola, 




Mengenai akta autentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang 
bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi “Akta autentik 
adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi 
wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari 
para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang 
yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, 
akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan 
langsung dengan perihal pada akta itu”. 
Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dibagi menjadi 
dua jenis, yaitu: 
1) Akta yang dibuat oleh Notaris (Relaas). Akta-akta yang dibuat oleh 
Notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik 
suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang 
dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam menjalankan 
jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat memuat uraian dari apa 
yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya. Contohnya antara lain: 
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan 
Terbatas, Akta Pencatatan Budel, dan akta-akta lainnya. 
2) Akta yang dibuat dihadapan Notaris (Partij). Akta Partij merupakan 
uraian yang diterangkan oleh pihak lain kepada Notaris dalam 
menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu 
sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan 




keterangan tersebut dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta otentik. 
Contohnya yaitu: kemauan terakhir dari penghadap pembuat wasiat, 
kuasa dan lain sebagainya.12 
b. Akta Di Bawah Tangan 
Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang 
membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh 
Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal 
kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga 
sesuai Pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut 
memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik. 
Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan 
pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan 
ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di 
bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka 
mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di 
bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUH Perdata akta di 
bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama 
dengan suatu Akta Otentik. 
Perjanjian di bawah tangan terdiri dari Akta Waarmerken, adalah 
suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak 
untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya didaftarkan, maka  
                                                 
12 Adjie, Habib, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Kumpulan Tulisan 




Notaris tidak bertanggung jawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan 
para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak dan Akta 
Legalisasi, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak 
namum penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan Notaris, 
namun Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi dokumen 
melainkan Notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para 
pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen. 
Berbeda dengan akta otentik yang merupakan alat bukti sempurna. 
Undang-undang menentukan bahwa akta di bawah tangan juga dapat 
merupakan alat bukti yang lengkap sepanjang tanda tangan di dalam akta 
tersebut diakui keasliannya. Namun, apabila tanda tangan atau tulisannya 
dipungkiri, maka proses pemeriksaan keaslian harus diselesaikan terlebih 
dahulu. 
Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum juga menjadi 
akta di bawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat 
akta itu, jika terdapat cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana disebut 
dalam Pasal 1869 KUH Perdata “Suatu akta, yang karena tidak berkuasa 
atau tidak cakapnya dalam pegawai termaksud di atas, atau karena suatu 
cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik, 
namun demikian mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.” 
Dari ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata terdapat kekhususan akta 
di bawah tangan, yaitu akta harus seluruhnya ditulis dengan tangan si 




ditulis dengan tangannya sipenanda tangan adalah suatu penyebutan yang 
memuat jumlah atau besarnya barang yang terhutang. Dengan kekhususan 
ini dimaksudkan bahwa apabila ketentuannya tidak dipenuhi, maka akta 
tersebut hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.  
Permulaan pembuktian tulisan menurut Pasal 1902 KUH Perdata 
yaitu segala akta tertulis, yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan 
dimajukan atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan 
persangkaan tentang benarnya peristiwaperistiwa yang dimajukan oleh 
seorang. Jadi, dalam halnya adanya kekhususan (pengecualian) dari akta di 
bawah tangan tersebut, maka untuk menjadi bukti yang lengkap harus 
ditambah dengan alat-alat pembuktian lainnya. Akan tetapi mengenai 
penggunaan bukti pada akhirnya akan terletak pada kebijaksanaan hakim. 
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perbedaan yang pokok 
antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan/ 
terjadinya akta tersebut. Apabila akta otentik cara pembuatan/terjadinya 
akta tersebut dilakukan oleh dan atau dihadapan pegawai umum, maka 
untuk akta di bawah tangan cara pembuatan/terjadinya tidak dilakukan 
oleh dan atau di hadapan pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang 
berkepentingan saja. 
3. Kekuatan Pembuktian Akta 
Seperti yang telah disinggung di atas bahwa fungsi akta yang paling 




pembuktian atau kekuatan pembuktian akta dapat dibedakan ke dalam tiga 
macam,13 yaitu: 
a. Kekuatan Pembuktian Lahir  
Kekuatan pembuktian lahir merupakan kekuatan pembuktian yang 
didasarkan atas keadaan lahir dari akta itu, maksudnya bahwa suatu surat 
yang kelihatannya seperti akta, harus diperlakukan sebagai akta, sampai 
dibuktikan sebaliknya. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian 
lahir, sesuai dengan asas “acta publica probant seseipsa”, yang berarti 
bahwa satu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik, serta 
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka akta itu harus dianggap 
sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.  
Berbeda dengan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan 
pejabat, dimana tanda tangan pejabat itu merupakan jaminan otentisitas 
dari akta itu, sehingga oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian 
lahir, maka akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian 
lahir. Hal ini berarti bahwa akta di bawah tangan baru berlaku sah, jika 
yang menandantanganinya mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu, 
artinya jika tanda tangan diakui kebenarannya oleh yang bersangkutan,  
barulah akta itu berlaku sebagai alat bukti sempurna bagi para pihak yang 
bersangkutan (Pasal 1875 KUH Perdata). Orang terhadap siapa akta 
dibawah tangan itu digunakan, diwajibkan membenarkan (mengakui) atau 
                                                 





memungkiri tanda tangannya, sedang bagi ahli warisnya cukup hanya 
menerangkan bahwa ia tidak kenal akan tanda tangan tersebut. 
b. Kekuatan Pembuktian Formal 
Kekuatan pembuktian formal dari akta yaitu suatu kekuatan 
pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang 
ditandatangani dalam akta, bahwa oleh penanda tangan akta diterangkan 
apa yang tercantum di dalam akta. Misalnya, antara A dan B yang 
melakukan jual beli, mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam 
akta itu benar, jadi pengakuan mengenai pernyataan terjadinya peristiwa 
itu sendiri, bukan mengenai isi dari suatu pernyataan itu. Atau dalam hal 
ini menyangkut pernyataan, “benarkah bahwa ada pernyataan para pihak 
yang menandatangani”? Dengan demikian, berarti pembuktiannya 
bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang yang 
menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang 
tercantum di atas tanda tangan tersebut adalah keterangannya. 
c. Kekuatan Pembuktian Materil 
Kekuatan pembuktian materil akta yaitu suatu kekuatan 
pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan 
yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan 
dalam akta itu benar telah terjadi. Jadi, kepastian tentang materi akta. 
Misalnya A dan B mengakui benar bahwa jual beli telah terjadi. 
Pembuktian bersumber pada keinginan agar orang lain menganggap isi 




bukti buat dirinya sendiri. Kekuatan pembuktian materil, suatu akta hanya 
memberikan bukti terhadap si penanda tangan. Seperti halnya suatu surat 
yang berlaku balik juga membuktikan terhadap dirinya sendiri dari 
masing-maing si penanda tangan. 
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli 
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli 
Hukum perjanjian Indonesia mengenal dua istilah yang berasal dari 
bahasa Belanda yaitu verbintenis dan overeenkomst. Verbintenis berasal dari 
kata verbinden yang artinya mengikat, oleh karenanya istilah verbintenissen 
diterjemahkan sebagai perikatan, sedangkan overeenkomst diterjemahkan 
sebagai perjanjian atau persetujuan.14 Jual beli termasuk dalam kelompok 
perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri 
dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini.  
Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam KUH Perdata 
maupun KUH Dagang. Menurut Salim H.S, perjanjian jual beli adalah suatu 
perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam 
perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli 
kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk 
membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.15 
Pengertian perjanjian jual beli dapat dilihat dengan cara memisahkan 
kata dari perjanjian jual beli menjadi perjanjian dan jual beli. Pengikatan Jual 
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Beli pengertiannya menurut R. Subekti adalah perjanjian antar pihak penjual 
dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya 
unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut antara lain adalah 
sertifikat belum ada karena masih dalam proses, belum terjadi pelunasan 
harga. Sedangkan menurut Herlien Budiono, perjanjian pengikatan jual beli 
adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang 
bentuknya bebas.16 
Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 KUH Perdata. 
Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian atau 
persetujuan atau kontrak di mana satu pihak mengikatkan diri untuk 
menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya yang mengikatkan dirinya 
untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perkataan jual beli menunjukkan 
bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan penjual, sedangkan dari pihak 
yang lain dinamakan pembeli. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian 
jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju 
memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan 
sejumlah uang yang disebut harga.17 
Perjanjian jual beli termasuk dalam jenis perjanjian timbal balik, dan 
perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan 
kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli.18  
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Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian jual beli adalah 
perjanjian timbal balik yang berarti masing-masing pihak mempunyai 
kewajiban sebagai akibat yang diperbuatnya. Penjual wajib menyerahkan 
barang yang dijualnya dan sekaligus berhak atas pembayaran dari si pembeli. 
Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, 
dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan 
barang yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir 
apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat 
konsensual dari perjanjian jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata 
yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak 
seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, 
meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. 
Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal 
lain yang disepakati terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap 
tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak 
telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli, dan para pihak tidak 
mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam 
perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada 
dalam perundang-undangan (BW) atau biasa disebut unsur naturalia.19 
Perjanjian jual beli harus diikuti proses penyerahan benda yang 
tergantung kepada jenis bendanya yaitu: 
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a. Benda Bergerak, penyerahan benda bergerak dilakukan dengan 
penyerahan nyata dan kunci atas benda tersebut. 
b. Piutang atas nama dan benda tak bertubuh, penyerahan akan piutang atas 
nama dan benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan sebuah akta 
otentik atau akta di bawah tangan. 
c. Benda tidak bergerak, untuk benda tidak bergerak, penyerahannya 
dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan, di Kantor 
Penyimpan Hipotek.20 
Tentang perjanjian jual beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak 
penjual dan pembeli, apabila mereka sudah menyetujui dan bersepakat tentang 
keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum 
diserahkan dan harganya belum dibayarkan. Jual beli tiada lain dari 
persesuaian kehendak antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. 
Harga dan baranglah menjadi essensial perjanjian jual beli. Tanpa ada barang 
yang hendak di jual, tidak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya jika barang 
objek jual beli tidak di bayar dengan sesuatu harga, maka jual beli tersebut 
dianggap tidak ada. 
2. Asas-Asas dan Syarat Perjanjian Jual Beli 
Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat 
dalam perjanjian jual beli. Ada beberapa asas dalam hukum perjanjian, namun 
secara umum asas perjanjian ada lima21, yaitu:  
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a. Asas Kebebasan Berkontrak. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang 
berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan 
berkontrak merupakan kebebasan kepada para pihak untuk:  
1) Membuat atau tidak membuat perjanjian, 
2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun, 
3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan 
4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.22  
Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting di dalam 
perjanjian karena di dalam asas ini tampak adanya ungkapan hak asasi 
manusia dalam membuat suatu perjanjian serta memberi peluang bagi 
perkembangan hukum perjanjian. 
b. Asas Konsensualisme. Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata menyatakan 
bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya 
kesepakatan dari kedua belah pihak.23 Asas konsensualisme mengandung 
pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara 
formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak 
saja. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan 
dari kedua belah pihak. 
c. Asas mengikatnya suatu perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 
ayat (1) KUH Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah  
                                                 
22 Ibid, hlm. 10. 




berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang 
membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena 
kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji 
tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. 
d. Asas iktikad baik (Goede Trouw). Perjanjian harus dilaksanakan dengan 
iktikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata). Iktikad baik ada dua 
yaitu, sebagai berikut:  
1) Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.  
2) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang.24  
e. Asas Kepribadian. Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan 
perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat dalam 
Pasal 1317 KUH Perdata tentang janji untuk pihak ketiga.25 
Menurut Mariam Darus ada 10 asas perjanjian, yaitu: 1) Kebebasan 
mengadakan perjanjian, 2) Konsensualisme, 3) Kepercayaan, 4) Kekuatan 
Mengikat, 5) Persamaan Hukum, 6) Keseimbangan, 7) Kepastian Hukum, 8) 
Moral, 9) Kepatutan, dan 10) Kebiasaan.26 Syarat sahnya suatu perjanjian 
seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata merupakan syarat 
sahnya perjanjian jual beli dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu 
jenis dari perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
menyatakan bahwa syarat dari sahnya perjanjian adalah: 
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a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.  
Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu 
kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan 
kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam 
perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan 
kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga 
dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-
sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang 
diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang 
sama secara timbal balik. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, 
yaitu dengan: 
1) Bahasa yang sempurna dan tertulis. 
2) Bahasa yang sempurna secara lisan. 
3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. 
Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan 
dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak 
lawannya. 
4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya.  
5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.27  
Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya 
kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis . Seseorang yang 
melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta 
                                                 




otentik maupun akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta 
yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang 
membuat akta. Sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau 
dihadapan pejabat yang berwenang. 
Menurut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kata 
sepakat tidak didasarkan atas kemauan bebas/tidak sempurna apabila 
didasarkan: 
1) Kekhilafan (dwaling) 
2) Paksaan (geveld) 
3) Penipuan (bedrog) 
Adanya kesepakatan tersebut, maka perjanjian telah ada dan mengikat bagi 
kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan. 
b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian 
Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu 
perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. 
Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat 
hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah 
orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun 
sesuai dengan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam 
Pasal 1330 disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan 
perbuatan hukum adalah: 
1) Orang yang belum dewasa 




3) Seorang istri. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui 
Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, 
orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. 
Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau 
izin suaminya. 
c. Suatu hal tertentu 
Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek 
perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa 
barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek 
Perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi. Prestasi terdiri atas: 
1) memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang. 
2) berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, 
membangun rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan.  
3) tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian tidak mendirikan suatu 
bangunan, perjanjian tidak menggunakan merek dagang tertentu.28  
Prestasi dalam suatu perikatan harus memenuhi syarat-syarat, 
sebagai berikut:  
1) Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi yang tertentu, atau 
sedikitnya dapat ditentukan jenisnya.  
2) Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Tanpa suatu 
kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan. 
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3) Prestasi harus diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, dan 
ketertiban umum. 
4) Prestasi harus mungkin dilaksanakan.29 
d. Suatu sebab yang halal 
Pasal 1320 KUH Perdata tidak menjelaskan pengertian sebab yang 
halal. Isi perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua 
merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian dan 
syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena berkaitan 
dengan objek perjanjian.  
Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, maka 
perjanjian itu dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat meminta 
pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang 
memberikan ijinnya secara tidak bebas. Sedangkan apabila syarat ketiga 
dan keempat tidak terpenuhi, maka akibatnya adalah perjanjian tersebut 
batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada 
sama sekali sehingga para pihak tidak dapat menuntut apapun apabila 
terjadi masalah di kemudian hari. 
3. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli 
Perjanjian jual beli adalah merupakan perbuatan hukum. Subjek dari 
perbuatan  hukum  adalah  Subjek Hukum. Subjek Hukum terdiri dari manusia  
                                                 





dan badan hukum. Oleh sebab itu, pada dasarnya semua orang atau badan 
hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu sebagai penjual 
dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah 
menikah. Namun secara yuridis ada beberapa orang yang tidak diperkenankan 
untuk melakukan perjanjian jual beli, sebagaimana dikemukakan berikut ini:  
a. Jual beli suami istri. Pertimbangan hukum tidak diperkenankannya jual 
beli antara suami istri adalah karena sejak terjadinya perkawinan, maka 
sejak saat itulah terjadi pencampuran harta, yang disebut harta bersama 
kecuali ada perjanjian kawin. Namun ketentuan tersebut ada 
pengecualiannya yaitu:  
1) Jika seorang suami atau istri menyerahkan benda-benda kepada isteri 
atau suaminya, dari siapa ia oleh Pengadilan telah dipisahkan untuk 
memenuhi apa yang menjadi hak suami atau istri menurut hukum. 
2) Jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya, juga 
dari siapa ia dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, 
misalnya mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual atau 
uang yang menjadi kepunyaan istri, jika benda itu dikecualikan dari 
persatuan. 
3) Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk 
melunasi sejumlah uang yang ia telah janjikan kepada suaminya 
sebagai harta perkawinan. 
b. Jual beli oleh para Hakim, Jaksa, Advokat, Pengacara, Juru Sita dan 




terbatas pada benda-benda atau barang dalam sengketa. Apabila hal itu 
tetap dilakukan, maka jual beli itu dapat dibatalkan, serta dibebankan 
untuk penggantian biaya, rugi dan bunga. 
c. Pegawai yang memangku jabatan umum, yang dimaksud dalam hal ini 
adalah membeli untuk kepentingan sendiri terhadap barang yang 
dilelang.30  
Objek jual Beli yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah semua 
benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, 
ukuran, dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk 
diperjualbelikan adalah:  
a. Benda atau barang orang lain 
b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat 
terlarang 
c. Bertentangan dengan ketertiban, dan 
d. Kesusilaan yang baik.31 
Pasal 1457 KUH Perdata memakai istilah zaak untuk menentukan apa 
yang dapat menjadi objek jual beli. Menurut Pasal 499 KUH Perdata, zaak 
adalah barang atau hak yang dapat dimiliki. Hal tersebut berarti bahwa yang 
dapat dijual dan dibeli tidak hanya barang yang dimiliki, melainkan juga suatu 
hak atas suatu barang yang bukan hak milik. 
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4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli 
Hak dari Penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari 
pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. 
Sedangkan Kewajiban Penjual adalah sebagai berikut: 
a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal tiga jenis benda 
yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh 
maka penyerahan hak miliknya juga ada tiga macam yang berlaku untuk 
masing-masing barang tersebut yaitu:  
1) Penyerahan Benda Bergerak. Mengenai Penyerahan benda bergerak 
terdapat dalam Pasal 612 KUH Perdata yang menyatakan Penyerahan 
kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan 
penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama 
pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam 
mana kebendaan itu berada. 
2) Penyerahan Benda Tidak Bergerak. Mengenai Penyerahan benda tidak 
bergerak diatur dalam Pasal 616-620 KUH Perdata yang menyebutkan 
bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik 
nama. Untuk tanah dilakukan dengan Akta PPAT sedangkan yang lain 
dilakukan dengan akta notaris. 
3) Penyerahan Benda Tidak Bertubuh. Diatur dalam Pasal 613 KUH 
Perdata yang menyebutkan penyerahan akan piutang atas nama 




diberitahukan kepada dibitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya. 
Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan 
penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk 
dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.32 
b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung 
terhadap cacat-cacat tersembunyi. 
Pasal 30 sampai dengan Pasal 52 United Nations Convention on 
Contract for the International Sale of Goods mengatur tentang kewajiban 
pokok dari penjual yaitu sebagai berikut:  
1) Menyerahkan barang 
2) Menyerahterimakan dokumen 
3) Memindahkan Hak Milik.33 
Hak dari Pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, 
baik secara nyata maupun secara yuridis. Di dalam Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tentang Penjualan barang-barang Internasional (United 
Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods) telah 
diatur tentang kewajiban antara penjual dan pembeli. Pasal 53 sampai 60 
mengatur tentang kewajiban pembeli. Ada tiga kewajiban pokok pembeli: 
1) Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh Penjual 
2) Membayar harga barang sesuai dengan kontrak 
3) Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak.34  
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Kewajiban pembeli untuk membayar harga barang termasuk 
tindakan mengambil langkah-langkah dan melengkapi dengan formalitas 
yang mungkin dituntut dalam kontrak atau oleh hukum dan peraturan 
untuk memungkinkan pelaksanaan pembayaran. Tempat pembayaran di 
tempat yang disepakati kedua belah pihak. Kewajiban Pihak Pembeli: 
1) Membayar harga barang sesuai dengan janji yang telah dibuat 
2) Memikul biaya yang ditimbulkan dalam jual beli, misalnya ongkos 
antar, biaya akta dan sebagainya, kecuali diperjanjikan sebaliknya. 
Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa Kewajiban dari pihak 
pembeli adalah merupakan Hak bagi pihak Penjual dan sebaliknya 
Kewajiban dari Pihak Penjual adalah merupakan hak bagi pihak Pembeli. 
5. Bentuk-Bentuk Perjanjian Jual Beli 
Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, 
dapat dibuat secara lisan dan tulisan yang dapat bersifat sebagai alat bukti 
apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-
undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak 
dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis 
tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi 
merupakan syarat untuk adanya perjanjian tersebut. Bentuk perjanjian jual beli 
ada dua yaitu: 
a. Lisan, yaitu dilakukan secara lisan dimana kedua belah pihak bersepakat 





b. Tulisan, yaitu Perjanjian Jual beli dilakukan secara tertulis biasanya 
dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan. 
Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang 
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai 
umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Mengenai 
Akta Autentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
Berdasarkan inisiatif pembuatnya akta autentik dibagi menjadi dua, yaitu: 
a. Akta Pejabat (acte amtelijke). Akta Pejabat adalah akta yang dibuat oleh 
pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut 
menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya. Jadi 
inisiatifnya tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan di dalam 
akta itu. Contohnya Akta Kelahiran. 
b. Akta Para Pihak (acte partij). Akta Para Pihak adalah akta yang inisiatif 
pembuatannyadari para pihak di hadapan pejabat yang berwenang. 
Contohnya akta sewa menyewa.35 
Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat untuk tujuan 
pembuktian namun tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Akta di 
bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan pengakuan dari 
para pihak yang membuatnya. Hal ini bermakna kekuatan pembuktian akta di 
bawah tangan dapat dipersamakan dengan akta autentik sepanjang para 
pembuat mengakui dan membenarkan apa yang telah ditandatanganinya.  
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Akta di bawah tangan merupakan akta perjanjian yang memiliki 
kekuatan hukum pembuktian apabila diakui oleh pihak-pihak yang 
menandatanganinya sehingga agar akta perjanjian tersebut tidak mudah 
dibantah, diperlukan pelegalisasian oleh notaris, agar memiliki kekuatan 
hukum pembuktian yang kuat seperti akta autentik. 
Perbedaan prinsip antara akta di bawah tangan dengan akta otentik 
adalah karena jika pihak lawan mengingkari akta tersebut, akta di bawah 
tangan selalu dianggap palsu sepanjang tidak dibuktikan keasliannya, 
sedangkan akta otentik selalu dianggap asli, kecuali terbukti kepalsuannya.36 
Maksudnya adalah bahwa jika suatu akta di bawah tangan disangkal oleh 
pihak lain, pemegang akta di bawah tangan harus dapat membuktikan keaslian 
dari akta di bawah tangan tersebut, Sedangkan apabila akta otentik disangkal 
oleh pihak lain, pemegang akta otentik tidak perlu membuktikan keaslian akta 
tersebut tetapi pihak yang menyangkali yang harus membuktikan bahwa akta 
otentik tersebut adalah palsu. Oleh karena itu, pembuktian akta di bawah 
tangan disebut pembuktian keaslian sedangkan pembuktian akta otentik adalah 
pembuktian kepalsuan.  
C. Tinjauan Umum tentang Jual Beli Tanah  
1. Pengertian Jual Beli Tanah 
Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1457, jual beli yang dianut di dalam 
Hukum Perdata hanya bersifat obligatoir, artinya bahwa perjanjian jual beli 
baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak, 
                                                 




ataudengan perkataan lain jual beli yang dianut Hukum Perdata belum 
memindahkan hak milik adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukan 
penyerahan atau levering.37  
Pasal 1458 hal jual beli benda tidak bergerak jual beli telah dianggap 
terjadi walaupun tanah belum diserahkan atau harganya belum dibayar. Untuk 
pemindahan hak itu masih diperlukan suatu perbuatan hukum lain berupa 
penyerahan yang caranya ditetapkan dengan suatu peraturan lain lagi. Dari 
uraian tersebut, jual beli tanah menurut Hukum Perdata terdiri atas 2 (dua) 
bagian yaitu perjanjian jual belinya dan penyerahan haknya, keduanya terpisah 
satu dengan lainnya. Sehingga, walaupun hal yang pertama sudah selesai 
biasanyadengan akta notaris, tapi kalau hal yang kedua belum dilakukan, 
maka status tanah tersebut masih tetap hak milik penjual. 
Jual beli tanah dalam hukum adat dan UUPA mempunyai pengertian 
yang sama, berdasarkan UUPA Pasal 5 maka pengertian jual beli tanah 
hakmilik menurut UUPA tidak lain adalah pengertian jual beli menurut huku 
adat.38 Menurut hukum adat jual beli tanah adalahsuatu pemindahan hak 
atastanah yang bersifat terang dan tunai, terang berarti perbuatan pemindahan 
haktersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat, yang berperan sebagai 
pejabatyang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak 
tersebut,sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Tunai maksudnya, 
bahwaperbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan 
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secaraserentak. Oleh karena itu, maka tunai mungkin harga dibayar secara 
kontan,atau dibayar sebagian (tunai dianggap tunai). Dalam hal pembeli 
tidakmembayar sisanya, maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar 
terjadinya jual beli tanah, akan tetapi atas dasar hukum utang piutang.39 
2. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli 
Istilah hak selalu tidak dapat dipisahkan dengan istilah hukum. 
Sebagaimana diketahui bahwa hak itu adalah sebagai kepentingan yang diakui 
dan dilindungi oleh hukum. Suatu hak itu mengharuskan kepada orang yang 
terkena hak itu untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan 
sesuatu. Peralihan hak sebagai suatu perbuatan hukum yang bertujuan 
memindahkan hak atau barang atau benda bergerak atau tidak bergerak.  
Perbuatan yang mengakibatkan dialihkan hak atau barang atau benda 
tersebut antara lain dapat berupa jual-beli, tukar-menukar, hibah yang diatur 
dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan. Dalam hal ini yang termasuk ”peralihan hak atas tanah tidak hanya 
meliputi jual beli tetapi dapat juga terjadi karena hibah, tukar-menukar, 
pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang bermaksud 
memindahkan hak pemilikan tanah”.40  
Pada umumnya peralihan hak atas tanah ini yang paling banyak terjadi 
di dalam masyarakat adalah peralihan hak atas tanah dengan jual beli. 
Peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah 
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yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari 
pemegangnya semula dan menjadi hak pihak lain. Sejak berlakunya UUPA, 
peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui jual beli, penukaran, 
penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan 
perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik 
atas tanah. 
Pelaksanaan dari peralihan hak atas tanah tersebut, dalam hal para 
pihak harus melakukannya di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini 
adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) 
dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan PPAT, 
yang menyebutkan bahwa: 
a. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah 
dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum 
tertentu mengenai Hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah 
Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data 
pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum ini. 
b. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jual beli, 
tukar menukar, hibah, pemasukan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas 
Tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan, Pemberian Kuasa 
membebankan Hak Tanggungan. 
Selanjutnya berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ditegaskan bahwa 




beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum 
pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat 
didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang 
berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pembuktian bahwa hak atas tanah tersebut dialihkan, maka harus 
dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT yaitu akta 
jual beli yang kemudian akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data 
pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) 
huruf (a) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 3 Tahun 1997. Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT tersebut 
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas 
suatu bidang tanah (pembeli tanah). 
3. Peranan PPAT Dalam Pendaftaran Tanah 
Tanah sebagai benda penting bagi manusia, memegang peranan yang 
sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan manusia sebagai tempat bermukim 
maupun sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha. Kepemilikan hak 
atas tanah yang sangat penting untuk menjamin hak seseorang atau suatu 
badan atas tanah yang dimiliki atau dikuasainya. Sejak berlakunya UUPA 
pada tanggal 24 September 1960, ada hal-hal yang merupakan pembaharuan 
hukum di Indonesia bukan saja di bidang pertanahan tetapi di lain-lain bidang 
hukum positip. UUPA diumumkan didalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, yang penjelasannya dimuat di dalam 




Lahirnya UUPA maka dihapuskanlah dasar-dasar dan peraturan-
peraturan hukum agraria kolonial yang sejak Indonesia merdeka masih tetap 
berlaku karena Indonesia belum mempunyai hukum agraria nasional, dan juga 
dualisme hak atas tanah dihapuskan menjadi satu sistem hukum, yaitu sistem 
hukum hak atas tanah di Indonesia berdasarkan hukum adat, sehingga tidak 
lagi diadakan perbedaan atas tanah-tanah hak adat seperti tanah hak ulayat, 
gogolan, bengkok dan lain-lain, maupun tanah-tanah hak barat, seperti tanah 
hak Eigendom, Erfpachtt, Opstal dan lain-lain, dimana tanah hak barat 
tersebut harus dikonversi menjadi hak-hak bentuk baru yang diatur dalam 
UUPA. Diketahui tanah-tanah hak barat tersebut terdaftar pada Kantor 
Pendaftaran Tanah menurut Overschrijvingsordonnantie (Ordonantie Balik 
Nama Stbl.1834 No.27) dan peraturan mengenai kadaster.41 
Untuk merealisasikan tujuan tersebut, kegiatan pendaftaran tanah 
menjadi sangat penting dan mutlak untuk dilaksanakan, hal ini sesuai dengan 
ketentuan Pasal 19 UUPA yang menghendaki diselenggarakannya pendaftaran 
hak atas tanah di Indonesia. Pengaturan mengenai pendaftaran tanah 
diselenggarakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997. Dalam pelaksanaan administrasi pertanahan, data pendaftaran 
tanah yang tercatat di Kantor Pertanahan harus sesuai dengan keadaan bidang 
tanah yang bersangkutan baik yang menyangkut data fisik maupun data 
yuridis tanah. Dalam pencatatan data yuridis ini khususnya pencatatan 
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perubahan data yang sudah tercatat sebelumnya maka peranan PPAT 
sangatlah penting. 
PPAT sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat 
akta-akta dalam peralihan hak atas tanah, akta pembebanan serta surat kuasa 
pembebanan hak tanggungan, juga bertugas membantu Kepala Kantor 
Pertanahan Nasional dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat 
akta-akta tertentu sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu 
mengenai hak atas tanah dan atau bangunan yang akan dijadikan dasar bagi 
bukti pendaftaran tanah. 
Akta PPAT merupakan salah satu sumber utama dalam rangka 
pemeliharaan pendaftaran tanah di Indonesia.42 PPAT sudah dikenal sejak 
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran 
Tanah, yang merupakan peraturan tanah sebagai pelaksana UUPA. J. Kartini 
Soedjendro menyatakan bahwa secara fungsional, jabatan PPAT dan Notaris 
adalah ibarat dua sisi dari satu mata uang. Artinya, walaupun jabatannya 
berbeda, namun mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama selaku pejabat 
umum pembuat akta yang saling terikat. Dikatakan demikian karena 
perbedaan jenis akta yang dibuat masing-masing tidak terletak pada bobot 
keabsahan dan kekuatan hukumnya, tetapi hanya terletak pada perbedaan 
bidang hukum yang mereka tangani.43 
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Mengingat pentingnya fungsi PPAT perlu kiranya diadakan peraturan 
tersendiri yang mengatur tentang PPAT sebagaimana yang ditetapkan dalam 
Pasal 7 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, demikian juga 
setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 
Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dikatakan PPAT adalah pejabat 
umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai 
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak atas satuan rumah 
susun. 
Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka pada dasarnya kewenangan 
PPAT berkaitan erat dengan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas 
tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Untuk membuktikan adanya 
perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan haruslah 
dibuat akta otentik. Tanpa adanya akta otentik maka secara hukum perbuatan 
hukum untuk mengalihkan suatu hak atas tanah dan bangunan belum sah. 
Mengenai fungsi akta PPAT dalam jual beli, Mahkamah Agung dalam 
Putusannya No. 1363/K/Sip/1997 berpendapat bahwa Pasal 19 Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 secara jelas menentukan bahwa akta PPAT 
hanyalah suatu alat bukti dan tidak menyebut bahwa akta itu adalah syarat 
mutlak tentang sah tidaknya suatu jual beli tanah. Menurut Boedi Harsono, 
akta PPAT berfungsi sebagai alat pembuktian mengenai benar sudah 
dilakukannya jual beli. Jual beli tersebut masih dapat dibuktikan dengan alat 




peraturan yang telah disempurnakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997, pendaftaran jual beli hanya dapat dilakukan dengan akta PPAT 
sebagai alat bukti yang sah. Orang yang melakukan jual beli tanpa dibuktikan 
dengan akta PPAT tidak akan dapat memperoleh sertifikat, biarpun jual 
belinya sah menurut hukum.44 
PPAT dalam memberi pelayanan kepada masyarakat bertugas untuk 
melayani permohonan-permohonan untuk membuat akta-akta tanah tertentu 
yang disebut dalam peraturan-peraturan berkenaan dengan pendaftaran tanah 
serta peraturan Jabatan PPAT. Dalam menghadapi permohonan-permohonan 
tersebut PPAT wajib mengambil keputusan untuk menolak atau mengabulkan 
permohonan yang bersangkutan. PPAT sebagai pejabat umum, maka akta 
yang dibuatnya diberi kedudukan sebagai akta otentik, yaitu akta yang dibuat 
untuk membuktikan adanya perbuatan hukum tertentu yang mengakibatkan 
terjadinya peralihan hak atas tanah dan bangunan. 
Berkaitan dengan kepastian pemilikan hak atas tanah dan bangunan, 
setiap perolehan hak yang terjadi dari suatu perbuatan hukum harus dibuat 
dengan akta otentik. Hal ini penting untuk memberi kepastian hukum bagi 
pihak yang memperoleh hak tersebut sehingga ia dapat mempertahankan 
haknya tersebut dari gugatan pihak manapun. Tanpa adanya akta otentik maka 
secara hukum perolehan hak tersebut belum diakui dan sebenarnya hak atas 
tanah dan bangunan masih ada pada pihak yang mengalihkan hak tersebut. 
Untuk melindungi pihak yang memperoleh hak, maka akta otentik yang dibuat 
                                                 




pada saat perolehan hak dilakukan merupakan alat pembuktian yang kuat yang 
menyatakan adanya perbuatan hukum peralihan hak atas tanah dan bangunan 
yang dimaksud kepada pihak yang dinyatakan memperoleh hak tersebut. 
Adanya akta PPAT yang bermaksud membuat akta perjanjian 
pengalihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual 
beli, penukaran, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum 
pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak karena lelang yang hanya 
dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang 
berwenang dan jika akta peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan 
rumah susun tersebut sudah didaftarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam 
daftar buku tanah, maka kepala Kantor Pertanahan memberikan sertipikat hak 
atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan kepada 
pembeli.  
D. Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan  
Sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak 
dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu 
pihak dalam perjanjian.45 Rahmadi mengartikan bahwa konflik atau sengketa 
merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami 
perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada 
pada persepsi mereka saja.46  
                                                 
45  Amriani, Nurnaningsih, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di 
Pengadilan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 13. 
46  Rahmadi, Takdir, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, 




Sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi dalam 
kehidupan masyarakat (populasi sosial) yang membentuk oposisi/pertentangan 
antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap 
satu objek permasalahan.47  
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa sengketa perdata adalah terjadinya perkara perdata 
dikarenakan adanya pelanggaran terhadap hak seseorang, seperti diatur dalam 
hukum perdata. Pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena perbuatan 
melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi 
orang lain, seperti diatur dalam Undang-undang atau karena wanprestasi, yaitu 
tidak memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan kontrak yang menimbulkan 
kerugian bagi orang lain. Kerugian yang timbul itu dapat berupa kerugian 
materil, misalnya kerusakan atas barang atau berupa kerugian imaterial, 
misalnya kehilangan hak menikmati barang atau pencemaran nama baik.  
Pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena kesengajaan atau 
karena kelalaian. Pada perkara perdata, inisiatif berperkara datang dari pihak 
yang dirugikan. Karena itu, pihak yang yang dirugikan mengajukan 
perkaranya ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian berupa pemulihan, 
penggantian kerugian, dan menghentikan perbuatan yang merugikan itu.48 
Penyelesaian di dalam pengadilan merupakan proses penyelesaian sengketa di 
pengadilan,  di mana  semua pihak  bersengketa  saling  berhadapan  satu sama  
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lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari 
suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan 
win-lose solution.49  
Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan sebagai 
penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan 
sengketa dengan perantara peradilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi 
tentu harus mengikuti persyar atan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal 
di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan suatu 
sengketa menjadi lebih lama.50  
Menurut Bambang Sugeng dan Sujayadi, proses penyelesaian sengketa 
di pengadilan adalah sebagai berikut:  
a. proses diawali dengan pendaftaran gugatan oleh Penggugat pada 
Pengadilan Negeri yang berwenang dengan membayar terlebih dahulu 
panjar biaya perkara, kemudian oleh Panitera akan diberi Nomor Register 
Perkara;  
b. gugatan yang didaftarkan kemudian dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan 
Negeri bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk Majelis 
Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Majelis Hakim yang 
ditunjuk akan menentukan hari dan tanggal Sidang I dan memerintahkan 
pemanggilan para pihak dalam Sidang I;  
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c. pada saat Sidang I, apabila para pihak (Penggugat dan Tergugat) hadir, 
maka Majelis Hakim akan memerintahkan para pihak menempuh proses 
mediasi;  
d. para pihak yang berperkara menempuh proses mediasi dengan difasilitasi 
oleh seorang mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri yang 
bersangkutan dalam jangka waktu tertentu (paling lama 30 hari);  
e. apabila dalam jangka waktu yang ditentukan para pihak tidak mencapai 
kesepakatan dalam mediasi, para pihak kembali masuk ke persidangan dan 
dimulailah proses jawab jinawab, diawali dengan Jawaban Tergugat, 
Replik dari Penggugat, yang kemudian dibantah dengan Duplik dari 
Tergugat;  
f. tahap berikutnya adalah pembuktian. Pada tahap ini para pihak diberikan 
kesempatan untuk mengajukan alat bukti masing-masing untuk 
memperkeuat dalil-dalil mereka, baik bukti tertulis maupun keterangan 
saksi;  
g. setelah tidak ada lagi alat bukti yang diajukan dan diperiksa, Hakim akan 
menutut proses pembuktian dan mempersilahkan para pihak menyusun 
kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan pendapat para pihak yang 
memperkuat dalil-dalil mereka berdasarkan hasil pembuktian;  
h. setelah para pihak menyampaikan kesimpulannya, Majelis Hakim akan 
menjatuhkan putusannya;  
i. apabila terdapat pihak yang berkeberatan atas putusan yang dijatuhkan 




berkeberatan dapat mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan 
kembali);  
j. apabila putusan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, pihak yang 
dimenangkan oleh putusan dapat memohonkan pelaksanaan putusan.51 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Kekuatan Hukum Akta Dibawah Tangan pada Perjanjian Jual Beli Atas 
Tanah Dengan Sertipikat Hak Milik 
Perjanjian dalam KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1313 yang 
menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 
satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satuorang lain atau lebih”. R. 
Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kontrak adalah suatu hubungan 
hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji 
untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak 
lain berhak untuk menuntut kontrak itu”.52 
Sumber terpenting perikatan yang dilakukan melaui kegiatan jual beli 
tersebut adalah perjanjian. Karena melalui suatu perjanjian, pihak-pihak dapat 
membuat segala macam perikatan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak 
yang terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian tidak boleh 
dibuat secara bebas, artinya perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu, 
untuk sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat-
syarat sahnya suatu perjanjian adalah: 
1. Kesepakatan antara kedua belah pihak; 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
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3. Adanya suatu hal tertentu; 
4. Adanya sebab yang halal. 
Berdasarkan keempat syarat komulatif di atas, dalam suatu perjanjian, 
syarat adanya kesepakatan adalah hal yang sangat penting untuk terpenuhi. 
Kesepakatan yang dilakukan secara tertulis dilakukan dengan akta autentik 
dan akta di bawah tangan.53 Akta di bawah tangan adalah suatu akta yang 
dibuat oleh para pihak tanpa dilakukan di hadapan notaris atau pejabat umum. 
Kekuatan mengikat para pihak dalam akta di bawah tangan adalah sama 
dengan akta autentik, jadi perjanjian tersebut sah dalam arti tidak bertentangan 
dengan undang-undang.  
Sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 
yang membuatnya. Jadi, apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat 
tersebut, maka perjanjian tersebut adalah sah.54 Kecuali berdasarkan 
persetujuan kedua belah pihak dan berdasarkan alasan yang ditetapkan 
undang-undang.  
Ketentuan Pasal 1459 KUH Perdata menyatakan bahwa hak milik atas 
barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama 
penyerahaanya belum dilakukan (menurut ketentuan-ketentuan yang 
bersangkutan).  Hal ini menunjukkan bahwa sifat perjanjian jual beli di bawah  
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tangannya bersifat obligatoir yang artinya jual beli itu belum memindahkan 
hak milik, ia baru memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak 
yaitu, memberikan kepada si pembeli hak untuk menuntut diserahkannya hak 
milik atas barang yang dijual.  
Pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah, perjanjian kebendaan 
merupakan sebagai pelaksana perjanjian obligatoir. Artinya sejak terjadinya 
perjanjian, maka timbullah hak dan kewajiban para pihak. Pembeli berhak 
menuntut penyerahan barang sedangkan penjual berhak atas pembayaran 
harga. Berdasarkan hal tersebut, maka kekuatan mengikat perjanjian di bawah 
tangan tersebut adalah peralihan hak atas tanahnya tidak terjadi sementara 
perjanjiannya tetap sah. Hal itu dikarenakan untuk sahnya perjanjian jual beli 
tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh PPAT. 
Kasus perkara No. 10/Pdt.G/2020/PN.Tgl bermula pada sekitar tahun 
1998 Tergugat II telah membeli dari Tergugat I sebidang tanah seluas 84 M² 
berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan 
Penjalan Barat Rt. 06/XI Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal, yang 
terurai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 572, Gambar situasi No. 60/75 
Desa/Kelurahan Mintaragen Kec Tegal Timur Kota Tegal, setempat di kenal 
dengan Jalan Karimunjaya I No. 26 Kota Tegal yang dalam kasus ini disebut 
sebagai objek sengketa. 
Jual Beli tersebut dilakukan di bawah tangan karena saling percaya, 
sebagaimana Surat Pernyataan Tergugat II tertanggal 22 Agustus 2003 




Tergugat II tersebut telah hilang pada saat rehab rumah. Pada tanggal 22 
Agustus 2003 Tergugat II telah menjual tanah dan rumah tersebut kepada 
Penggugat seharga Rp22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) yang dilakukan 
di bawah tangan karena saling percaya. Sebagaimana kuitansi tertanggal 22 
Agustus 2003 dan Tergugat II telah berjanji akan menghadapkan Tergugat I 
untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan objek sengketa. 
Penggugat membeli tanah dan bangunan rumah tersebut, maka buku 
asli sertifikat tanah dan rumah tersebut secara fisik telah dikuasai dan di 
tempati oleh Penggugat sampai saat ini, begitu pula dengan kewajiban atas 
tanah dan rumah tersebut telah menjadi tanggung jawab. Penggugat seperti 
pembayaran Listrik, Pajak Bumi Bangunan, dan iuran lainnya. Pada awalnya 
Penggugat tidak berfikir mengenai balik nama atas Sertifikat tanah tersebut, 
sehingga Sertifikat tersebut masih atas nama Tergugat I dan di simpan begitu 
saja oleh Penggugat. 
Sekitar awal tahun 2020 Penggugat terpikir tentang tanah dan rumah 
yang belum dibalik nama sehingga demi kepastian hukumnya atas 
kepemilikan tanah dan rumah tersebut maka Penggugat menghendaki agar 
Sertifikat tersebut di balik nama menjadi atas nama Penggugat. Penggugat 
menanyakan kepada Tergugat II tentang janjinya yang akan menghadapkan 
Tergugat I ke PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Kota Tegal untuk 
melaksanakan peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut atau objek 
sengketa akan tetapi berdasarkan keterangan Tergugat II menjelaskan bahwa 




Berdasarkan kasus posisi perkara No. 10/Pdt.G/2020/PN.Tgl di atas, 
mengajukan gugatan agar majelis hakim menyatakan demi hukum perjanjian 
Jual Beli yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II dan kemudian 
antara Tergugat II dengan Penggugat tertanggal 22 Agustus 2003 secara di 
bawah tangan atas Sebidang tanah seluas 84 M² berikut bangunan yang berdiri 
diatasnya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 572, Gambar Situasi Nomor 
60/75 terletak di Kel. Mintaragen Kec Tegal Timur Kota Tegal” adalah sah 
dan mempunyai kekuatan hukum. Dan Penggugat adalah Pemilik yang sah 
atas Sebidang tanah seluas 84 M² (delapan puluh meter persegi) berikut 
bangunan yang berdiri di atasnya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 
572, Gambar Situasi Nomor 60/75 terletak di Kelurahan Mintaragen 
Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. 
Perjanjian Pengikatan Jual beli atas benda tidak bergerak adalah lahir 
dari adanya sifat terbuka Buku III dalam KUH Perdata yang memberikan 
kebebasan kepada tiap subjek hukum untuk mengadakan perjanjian menurut 
kehendak para pihak sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-
undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian pengikatan jual beli 
atas benda tidak bergerak adalah berlaku sebagai perjanjian pendahuluan yang 
bentuknya bebas dibuat menurut kehendak para pihak yang membuatnya 
karena ada syarat-syarat yang belum terpenuhi atau akan dipenuhi kemudian, 
serta perjanjian tersebut dibuat dalam akta notariel dan dilaksanakan dengan 




Rumusan hasil pleno kamar perdata sebagaimana dalam lampiran 
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 
2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, pada Bagian B 
rumusan hukum Kamar Perdata Umum angka 4 telah digariskan bahwa 
Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 
1338 KUHPerdata adalah sebagai berikut:  
1. Melakukan jual beli atas tanah objek tanah tersebut dengan tatacara/ 
prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan perundang-
undangan yaitu: Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau 
Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atau Pembelian 
terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut 
ketentuan hukum adat yaitu: dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/ 
diketahui Kepala desa/Lurah setempat), didahului dengan penelitian 
mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual, pembelian 
dilakukan dengan harga yang layak. 
2. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek 
tanah yang diperjanjikan antara lain: Penjual adalah orang yang berhak/ 
memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai bukti 
kepemilikannya atau tanah/objek yang diperjual belikan tidak dalam status 




hak tanggungan, atau terhadap tanah yang bersertifikat telah memperoleh 
keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut 
dengan pemegang sertifikat. 
Ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah menegaskan bahwa dalam hal atas 
suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau 
badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara 
nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah 
itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 
(lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan 
secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kantor pertanahan yang 
bersangkutan maupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai 
penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. 
Sistem pendaftaran tanah di Indonesia tidak menggunakan sistem 
publikasi negatif yang murni dalam arti bahwa Negara tidak menjamin 
kebenaran data yang disajikan dalam bukti hak, tetapi menggunakan sistem 
publikasi negatif bertendensi positif, artinya walaupun Negara tidak menjamin 
kebenaran data yang disajikan dalam bukti hak, namun bukti hak tersebut 
dikategorikan sebagai bukti hak yang kuat (selama tidak ada putusan hakim 
yang menyatakan sebaliknya, maka data yang disajikan dalam bukti hak 
tesebut merupakan data yang benar, sah dan diakui serta dijamin menurut 
hukum), sehingga dengan adanya proses pemeriksaan tanah dalam rangka 




dengan pemeriksaan tanah tersebut hasilnya diharapkan dapat mendekati 
kebenaran materil dari alas hak yang menjadi dasar penetapan haknya. Selain 
itu dalam hukum adat dikenal asas bahwa jika sesorang selama sekian waktu 
membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan oleh 
orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya 
untuk menuntut kembali tanah tersebut. 
Berdasarkan dari fakta-fakta pada perkara No. 10/Pdt.G/2020/PN.Tgl 
dapat diketahui bahwa sejak adanya penyerahan tanah objek perkara dari 
Tergugat I kepada Tergugat II dan kemudian ditindaklanjuti dengan peralihan 
Penguasaan tanah objek sengketa dan alas haknya dari Tergugat II kepada 
penguasaan dan pemanfaatan Penggugat sejak tahun 2003, terus-menerus 
tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan disertai dengan adanya peralihan 
penguasaan alas haknya yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah objek 
sengketa ada pada penguasaan Penggugat, maka timbulnya hubungan hukum 
antara Penggugat dengan tanah objek sengketa adalah lahir dari adanya 
hubungan hukum “Jual beli di bawah tangan yang didasari itikad baik”. 
Analisis penulis bahwa didasarkan pada kasus posisi dan fakta-fakta 
yang diperoleh pada Putusan No. 10/Pdt.G/2020/PN.Tgl didasarkan pada teori 
dan undang-undang yang berlaku maka akta di bawah tangan pada perjanjian 
jual beli atas tanah dengan sertipikat hak milik pada putusan No. 10/Pdt.G/ 
2020/PN.Tgl adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Perjanjian Jual Beli 
yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II dan kemudian antara 




tangan atas Sebidang tanah seluas 84 M² (delapan puluh empat meter persegi) 
berikut bangunan yang berdiri di atasnya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik 
Nomor 572, Gambar Situasi Nomor 60/75 terletak di Kel Mintaragen Kec. 
Tegal Timur Kota Tegal telah terjadi. Adapun isi perjanjian yaitu Tergugat II 
telah menjual tanah dan rumah tersebut kepada Penggugat seharga 
Rp22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) yang dilakukan di bawah tangan 
karena saling percaya. Sebagaimana kuitansi tertanggal 22 Agustus 2003 dan 
Tergugat II telah berjanji akan menghadapkan Tergugat I untuk peralihan hak 
atas tanah dan bangunan tersebut di atas. 
Kekuatan hukum akta di bawah tangan pada perjanjian jual beli atas 
tanah dengan sertipikat hak milik pada putusan No. 10/Pdt.G/2020/PN.Tgl 
adalah peralihan hak atas tanahnya tidak terjadi sementara perjanjiannya tetap 
sah. Hal itu dikarenakan untuk sahnya perjanjian jual beli tidak mutlak harus 
dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Hal ini dibuktikan dari dalil posita 
gugatan dihubungkan dengan jawaban Tergugat II, dan alat bukti tertulis yang 
dimajukan oleh para pihak berperkara, keterangan saksi-saksi dan hasil 
pemeriksaan setempat maka dapat diperoleh fakta-fakta yang saling 
dibenarkan oleh para pihak.  
Adapun atas Gugatan Penggugat dibenarkan dan tidak disangkal oleh 
Tergugat II antara lain: 
1. Sekitar tahun 1998 tergugat II telah membeli dari tergugat I sebidang 
tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan sertifikat Hak milik 




2. Jual Beli Tergugat I dengan Tergugat II dilakukan dibawah tangan karena 
saling percaya. 
3. Pada tanggal 22 Agustus 2003 Tergugat II menjual tanah berikut bangunan 
yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.572 kepada 
Penggugat, pada saat itu dilakukan dibawah tangan karena saling percaya. 
4. Setelah pembelian tanah dan bangunan tersebut di atas, sertifikat serta 
tanah dan bangunan tersebut telah dikuasai Penggugat. 
5. Sekitar awal tahun 2020 Penggugat menghubungi Tergugat II menanyakan 
keberadaan Tergugat I, untuk bersama-sama menghadap ke PPAT (Pejabat 
Pembuat Akta Tanah) akan tetapi tergugat II menjelaskan bahwa Tergugat 
I telah tidak diketahui keberadaanya. 
6. Pengugat dan Tergugat II telah berusaha mencari keberadaan Tergugat I 
namun tidak menemukan keberadaan Tergugat I. 
Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat 
yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh 
para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak 
disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak 
menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, 
sehingga sesuai Pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut 
memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik. 
Dengan demikian akta di bawah tangan pada perjanjian jual beli atas tanah 
dengan sertipikat hak milik pada putusan No. 10/Pdt.G/2020/PN.Tgl adalah 




B. Penyelesaian Peralihan Hak Atas Tanah dengan Sertipikat Hak Milik 
pada Putusan No. 10/Pdt.G/2020/ PN.Tgl 
Suatu kegiatan peralihan hak atas tanah, sering kali dilakukan dengan 
cara pemindahan hak. Pemindahan hak dalam hal ini artinya dilakukan 
melalui kegiatan jual beli. Jual beli adalah kegiatan yang dilakukan melalui 
sebuah proses pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak 
lain dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya. Kegiatan jual 
belidi bidang ekonomi dan usaha dianggap sebagai bagian terpenting karena 
berhubungan langsung dengan konsumen, secara terminologi kegiatan jual 
beli diartikan sebagai transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan 
kenikmatan.55 
Istilah jual beli berasal dari kata terjemah ancontract of sale yang 
berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata yang dimaksud dengan jual 
beli adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan 
dirinya untuk menyerahkan hak atas suatu barang dan pihak yang lain 
membayar harga yang telah dijanjikan”. Jual beli hak atas tanah adalah 
perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk 
selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli yang pada saat itu juga 
menyerahkan harganya kepada penjual. 
Tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih 
banyak  jual beli tanah yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan cara  
                                                 





dibawah tangan artinya tanpa adanya campur tangan PPAT. Kegiatan jual beli 
ini hanya dibuktikan dengan selembaran kwitansi sebagai bukti telah terjadi 
jual-beli. Jual beli dalam hal ini juga sudah memenuhi syarat 1320 KUH 
Perdata. Tetapi, untuk memperoleh peralihan hak milik atas tanah (balik 
nama) maka pembeli harus mempunyai akta yang dibuat oleh PPAT karena 
peralihan hak atas tanah harus dalam jual beli harus dibuktikan dengan akta 
yang dibuat oleh PPAT yang sudah didaftarkan sebelumnya. Hal ini sesuai 
dengan Pasal 19 UUPA.  
Pendaftaran peralihan hak atas tanah dilaksanakan oleh Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disingkat PPAT). Hal tersebut sesuai 
dengan ketentuan peraturan jabatan PPAT yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 37 tahun 
1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.56 Akibat hukum 
bagi pembeli terhadap peristiwa jual beli dibawah tangan adalah jual beli 
dengan penjual tanpa akta PPAT tetaplah sah, karena sudah terpenuhinya 
syarat sahnya jual beli menurut UUPA yaitu syarat materiil yang bersifat 
tunai, terang, dan riil. Jual beli yang dilakukan kedua belah pihak tersebut juga 
sudah memenuhi syarat jual beli menurut pasal 1320 KUH Perdata yaitu 
syarat sahnya perjanjian. Akan tetapi pembeli tidak bisa membaliknamakan 
status sertifikat tanah tersebut dikarenakan ia hanya mempunyai bukti 
tranksaksi pembayaran hanya dengan selembar kwitansi tanpa adanya akta 
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yang dibuat oleh PPAT, karena pemindahtanganan hak atas tanah melalui jual 
beli harus dibuktikan dengan akta tersebut.  
Apabila suatu saat timbul sengketa, maka kwitansi tersebut masih bisa 
disangkal dan bisa mempunyai kekuatan hukum jika diakui oleh kedua belah 
pihak atau dikuatkan lagi dengan alat bukti lainnya. Seperti yang sudah 
dibahas sebelumnya bahwa akta di bawah tangan pada perjanjian jual beli atas 
tanah dengan sertipikat hak milik pada putusan No. 10/Pdt.G/2020/PN.Tgl 
adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 
Berdasarkan analisis penulis dalil posita gugatan dan adanya Jawaban 
Tergugat II yang membenarkan bahwa telah terjadi hubungan hukum jual beli 
secara dibawah tangan antara Tergugat I dengan Tergugat II, dan kemudian 
ditindak lanjuti dengan jual beli antara Tergugat II dengan Penggugat pada 
tanggal 22 Agustus 2003 atas tanah objek sengketa, maka hal pokok yang 
harus dibuktikan dibuktikan adalah apakah perbuatan hukum yang terjadi 
yaitu “jual beli dibawah tangan” antara Pengugat dengan Tergugat II, dan/atau 
antara Tergugat II dengan Tergugat I adalah dilakukan dengan dasar itikad 
baik (te goeder trouw), atau sebaliknya hanya merupakan perbuatan topengan 
atau tindakan pura-pura (schijnhandeling). 
Perbuatan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat 
harus dilakukan dengan itikad baik, maka juga harus dibuktikan bahwa 
ketidak hadiran Tergugat I untuk melaksanakan peralihan hak atas tanah objek 
sengketa dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah 




dan sekaligus sebagai ujud dari tindakan pembiaran hak kepemilikannya atas 
tanah objek sengketa telah beralih kepada pihak lain yaitu pihak yang 
menguasai tanah objek sengketa secara nyata, terus menerus dan dengan itikad 
baik, tanpa ada gangguan dari pihak manapun. 
Sesuai ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah menegaskan bahwa dalam hal 
atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang 
atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan 
secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas 
tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 
waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan 
keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kantor pertanahan 
yang bersangkutan maupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan 
mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. 
Sistem pendaftaran tanah di Indonesia tidak menggunakan sistem 
publikasi negatif yang murni dalam arti bahwa Negara tidak menjamin 
kebenaran data yang disajikan dalam bukti hak, tetapi menggunakan sistem 
publikasi negatif bertendensi positif, artinya walaupun Negara tidak menjamin 
kebenaran data yang disajikan dalam bukti hak, namun bukti hak tersebut 
dikategorikan sebagai bukti hak yang kuat (selama tidak ada putusan hakim 
yang menyatakan sebaliknya, maka data yang disajikan dalam bukti hak 
tesebut merupakan data yang benar, sah dan diakui serta dijamin menurut 




penetapan hak yakni pengumpulan dan penelitian data yuridisnya sehingga 
dengan pemeriksaan tanah tersebut hasilnya diharapkan dapat mendekati 
kebenaran materil dari alas hak yang menjadi dasar penetapan haknya. Selain 
itu dalam hukum adat dikenal asas bahwa jika sesorang selama sekian waktu 
membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan oleh 
orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya 
untuk menuntut kembali tanah tersebut; 
Dari fakta-fakta yang diperoleh pada kasus perkara No. 10/Pdt.G/2020/ 
PN.Tgl, diketahui bahwa sejak adanya penyerahan tanah objek perkara dari 
Tergugat I kepada Tergugat II dan kemudian ditindak lanjuti dengan peralihan 
Penguasaan tanah objek sengketa dan alas haknya dari Tergugat II kepada 
penguasaan dan pemanfaatan Penggugat sejak tahun 2003, terus-menerus 
tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan disertai dengan adanya peralihan 
penguasaan alas haknya yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah objek 
sengketa ada pada penguasaan Penggugat, maka menurut Majelis hakim 
timbulnya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah objek sengketa 
adalah lahir dari adanya hubungan hukum “Jual beli dibawah tangan yang 
didasari itikad baik”. 
Objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam bukti Fotocopy 
Sertifikat Hak Milik (SHM) No, 572 atas nama Djimantoro., Gambar situasi 
No. 60/75 Desa/Keluarahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, 
setempat dikenal dengan Jalan Karimunjawa I No. 26 Kota Tegal sesuai asli 




Djimantoro., tahun 2020, alamat Jalan Karimunjawa No. 26 Rt 010 Rw 011, 
Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, sesuai asli 
bermeterai cukup. Objek sengketa tersebut telah dikuasai dan dimanfaatkan 
dengan baik oleh Penggugat sejak tahun 2003 dan Tergugat I (penjual) sudah 
tidak diketahui lagi Alamat tempat tinggal atau keberadaannya sehingga dari 
dan oleh karena itu Tergugat I dianggap telah melepaskan hak kepemilikannya 
atas tanah objek sengketa (rechtsverwerking), dan Penggugat telah dapat 
dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik.  
Penggugat (pembeli) telah secara nyata dan terus menerus menguasai 
dan memanfaatkan dengan baik tanah objek sengketa tanpa gangguan dari 
pihak manapun dan dihubungkan dengan Tindakan Penggugat yang telah 
membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tanah objek sengketa juga tidak 
sedang dibebani Hak Tanggungan dan Pernyataan dari Tergugat II yang 
menerangkan bahwa alas hak tanah objek sengketa yang masih tertera atas 
nama Djimantoro (ic.Tergugat I) telah diserahkan kepada Penggugat sejak 
tanggal 22 Agustus 2003 maka dari dan oleh karena itu sejalan dengan 
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21-1-1974 Nomor 695K/Sip/1973 jo 
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9-12-1975 Nomor 295K/Sip/1973 dan 
juga Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11-12-1975 No. 200K/Sip/1974, 
dan guna adanya kepastian hukum terhadap alas hak kepemilikan Penggugat 
atas tanah objek sengketa maka cukup beralasan menurut hukum untuk 




Tergugat I menjadi atas nama Penggugat, dan nama Tergugat I dicoret dari 
buku tanah oleh Instansi Kantor Pertanahan. 
Jadi menurut analisis penulis putusan majelis hakim sudah benar 
penyelesaian peralihan hak atas tanah dengan sertipikat hak milik pada 
putusan No. 10/Pdt.G/2020/ PN.Tgl dengan memberi ijin/kuasa kepada 
Penggugat untuk dan atas nama Tergugat I menghadap Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT) yang berwenang guna menandatangani Akta Jual Beli/ 
Peralihan hak atas “Sebidang tanah seluas 84 M² (delapan puluh empat meter 
persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya, berdasarkan Sertifikat Hak 
Milik Nomor 572, Gambar Situasi Nomor 60/75 yang terletak di Kel 
Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal“ setempat di kenal dengan Jalan 






A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kekuatan hukum akta dibawah tangan pada perjanjian jual beli atas tanah 
dengan sertipikat hak milik pada putusan No. 10/Pdt.G/2020/PN.Tgl 
adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dibuktikan dari dalil 
posita gugatan dihubungkan dengan jawaban Tergugat II, dan alat bukti 
tertulis yang dimajukan oleh para pihak berperkara, keterangan saksi-saksi 
dan hasil pemeriksaan setempat maka dapat diperoleh fakta-fakta yang 
saling dibenarkan oleh para pihak. Kekuatan hukum akta di bawah tangan 
pada perjanjian jual beli atas tanah dengan sertipikat hak milik pada 
putusan No. 10/Pdt.G/2020/PN.Tgl adalah peralihan hak atas tanahnya 
tidak terjadi, sementara perjanjiannya tetap sah mempunyai kekuatan 
hukum yang mengikat sama dengan akta otentik. 
2. Penyelesaian peralihan hak atas tanah dengan sertipikat hak milik pada 
Putusan No. 10/Pdt.G/2020/ PN.Tgl, yaitu majelis hakim memberi 
ijin/kuasa kepada Penggugat untuk dan atas nama Tergugat I menghadap 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang guna 
menandatangani Akta Jual Beli/Peralihan hak atas tanah dengan sertipikat 
hak milik tersebut. Hal ini didasarkan Penggugat telah dapat dikategorikan 




B. Saran  
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memberikan 
beberapa saran sebagai berikut:  
1. Perjanjian jual beli hak atas tanah dengan sertipikat hak mikik yang dibuat 
para pihak tanpa campur tangan pejabat umum yang berwenang, sebaiknya 
dilakukan oleh dan di hadapan pegawai umum yang berwenang dalam hal 
ini Notaris. Apabila terjadi sengketa dikemudian hari pembuktiannya 
mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan sah menurut hukum. 
Sehingga hakim sudah tidak meminta penambahan bukti lain. Dan 
setidaknya menggurangi penggunaan akta di bawah tangan dalam 
melakukan perjanjian jual beli hak atas tanah, karena kekuatan pembuktian 
akta di bawah tangan menjadi lemah ketika para pihak memungkiri isi dan 
tanda tangan yang ada pada akta tersebut.  
2. Akta otentik membantu hakim dalam memberikan keputusannya karena 
suatu akta yang natariel, isinya adalah netral dan tidak berpihak, dan 
notaris dapat menjadi saksi ahli bila diperlukan. Akta yang dibuat di 
bawah tangan sering terjadi penekanan terhadap pihak yang sangat 
membutuhkan, tidak ada keseimbangan karena dibuat oleh para pihak 
sendiri. Sebaiknya setiap perjanjian dibuat oleh dan di hadapan Notaris. 
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